
a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah
khususnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3
huruf b Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 77 tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b. bahwa perlu penyempurnaan pada Lampiran Peraturan
Bupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu
dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang
Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

BUPATITANATIDUNG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat:

Menimbang

PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR59 TAHUN2022 TENTANG
SISTEMDANPROSEDURPENGELOLAANKEUANGANDAERAH

TENTANG

PERATURANBUPATITANATIDUNG
NOMOR 41 TAHUN2023

BUPATITANATIDUNG
PROVINSI KALIMANTANUTARA



Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang

Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 59)

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59
TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAANKEUANGANDAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 12
Tahun 2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Tidung Nomor 2022;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/iJasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);



BERITA DAERAHKABUPATENTANATIDUNG TAHUN 2023 NOMOR ..41

RAH KABUPATENTANATIDUNG

Diundangkan di Tideng Pale
padatanggal 01 November 2023

BUPATITANATIDUNG

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal II

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pad a tanggal di
undangkan.

Ditetapkan di Tideng pale
pada tanggal 01 November 2023



342Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

IBRAHIM ALI

•

BUPATI TANA TIDUNG.

b. penyusunan rencana kerja SKPD;
c. penyusunan anggaran;
d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
f. akuntansi dan pelaporan; dan
g. pengadaan barang dan jasa,

11. Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah
dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

12. Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib
mempedomani klasifikasi, kodet1kasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.

13. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan dan/atau pemotongan DanaTransfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.
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BUPATI TANA TIDUNG,




